SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 713' /PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/1X/2020

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 22/PP.04.2-Kpt/6209/KPU-Kab/11/2020 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU

Menimbang . a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno PPK Kecamatan Sematu Jaya
Nomor : 029/BA-PPK/SJ/IX/2020 tanggal 1 September 2020 tentang
Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten
Lamandau pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2020.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan
Umum nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata
Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai
Undang-Undang;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di
Provinsi Kalimantan Tengah;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 193);

4. Undang-Undang.....



Memerhatikan

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6109);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun

2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagai diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1498);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/11/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

10.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor

258/PL.02-Kpt/01/KPU/V1/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjut Tahun 2020;.

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau
Nomor: 80/PP.04.2-BA/6209/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan
Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sematu Jaya
Kabupaten Lamandau Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020.

MEMUTUSKAN .........



Menetapakan

KESATU

KEDUA

Menetapkan Sdr. IDO AINUN HUFRON sebagai Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Sematu Jaya

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalteng di Palangka Raya

2. Bupati Lamandau di Nanga Bulik

3. Camat Sematu Jaya.

PETIKAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik

Pada Tanggal 3 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LAMANDAU
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